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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi impian

bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern seperti saat sekarang ini. Keberhasilan

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan tercapai jika

dikelola oleh Aparatur Sipil Negara yang berkualitas, profesional, dan bertanggungjawab

dalam menangani berbagai permasalahan dibidangnya. Hal ini ditandai dengan

berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk

menghasilkan Aparatur Negara yang berkualitas, maka perlu adanya Manajemen

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki daya saing yang tinggi dalam kemajuan global.

Namun saat ini, konsep manajemen pegawai pemerintahan masih kurang memuaskan.

Unsur-unsurutamadanpendukungdalampelaksanaanManajemen SDM PNS

harusdibangunseiringdanseiramadalamkurunwaktu 5 (lima) tahunkedepan.

Sistemperencanaanpegawaididasarkanpadaanalisiskebutuhanpegawaidananalisisbeban

kerjasehinggamenghasilkanformasipegawai.Pengisianformasipegawaidengansistemrekr

uitmen yang jujurbebas KKN sertapengembanganpegawaididasarkanpadapolakarier PNS

yang transparan, terukurdanakuntabel.Hal

inimemerlukanbeberapainstrumenpengukuranterpadu.Denganinstrumenterukur,

makapotensi,

kompetensipegawaisertakompetensijabatandapatdipetakanuntukdijadikandasardalamp

enempatanpegawaidalamjabatan. Penempatanpegawaidalamjabatansesuaikompetensi

yang dimilikimemungkinkanpelayanan yang

diberikankepadapubliksecaraberkualitasdanprofesional.

Keseluruhanmekanismedilaksanakandandidokumentasisecaraterpadukarenasistemman

ajemen SDM kepegawaiantidakbisadilaksanakansecara instant namunbertahap.

PenyusunanRencanaStrategisBadanKepegawaiandanPengembanganSumberDay

aManusia (BKPSDM) Kota PariamanTahun 2018-2023,

merupakanbentukpelaksanaanUndang-undangNomor 25 Tahun 2004

tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional yang
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mengamanatkanpenyusunanRencanaStrategisOrganisasiPerangkat Daerah (Renstra

OPD) untukperiode 5 (lima)

tahundanjugasebagaiinstrumenuntukmenyusundanmengukurkinerjasesuaitugasdanfung

si OPD tersebut.

RencanaStrategisOrganisasiPerangkat Daerah

merupakandokumenperencanaanjangkamenengah yang

tidakterpisahkandengandokumenRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah

(RPJMD). Renstra OPD disusunsebagairencanapenerapan program

dankegiatansesuaidengantujuandansasaran yang ingindicapai OPD.

Sesuaidenganperkembanganmasyarakatsaatinitelahmemberikanimplikasiterhad

aptuntutankebutuhanpelayanan yang lebihbaikdan prima.

Dalammenjawabtuntutantersebut,

makaInstansiPemerintahharusmampumeningkatkankinerjadanprofesionalisme.

BerdasarkanPeraturanWalikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman

mengemban tugas dan fungsi  menyelenggarakan manajamen kepegawaian Pemerintah

Kota Pariaman. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka

penigkatan kinerja dan profesionalisme Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman sangat diperlukan. Manajemen

kepegawaian yang baik dimulai dengan perencanaan yang berorientasi ke depan dengan

mempertimbangkan unsur Aparatur, sehingga Sumber Daya Aparatur yang profesional

dapat mewujudkan pelayanan kepegawaian yang baik dan bersih.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman, diharapkan dapat menjadi arah dan

pedoman penyelenggaraan urusan di Bidang Kepegawaian, Dokumen ini juga

menjabarkan perencanaan pembangunan tahunan dengan program dan kegiatan yang

fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Pariaman.

Renstra BKPSDM mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen

perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
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a. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pariaman

Renstra SKPD BKPSDM 2018-2023 merupakan Renstra Tahap ke -4 dari

tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Pariaman 2005-2025.Renstra memuat

tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas SKPD BKPSDM Tahun

2018-2023.

b. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Pariaman

Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan SKPD yang penyusunannya

berpedoman kepada RPJPD Kota Pariaman 2018-2023. Selanjutnya Renstra

BKPSDM ditetapkan dengan Peraturan Kepala  BKPSDM yang isinya

disesuaikan dengan pencapaian target RPJMD Kota Pariaman 2018-2023.

c. Renstra dan Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman

Pelaksanaan Renstra BKPSDM 2018-2023, setiap tahunnya dijabarkan

kedalam RKPD. Renstra BKPSDM harus dipedomani dalam penyusunan

Renja SKPD, dan Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan

Renja SKPD.

d. Rencana Kerja (Renja) BKPSDM

Renstra BKPSDM 2018-2023, setiap tahunnya dijabarkan kedalam renja

BKPSDM sebagai dokumen perencanaan tahunan BKPSDM. Oleh karena itu

penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2018-2023 dan mengacu

kepada RKPD Kota Pariaman.

RPJMDRenstra
SKPD

Renja
SKPD

RKPD

KUA PPA

Rancangan
APBD

RKA-SKPD

RPJPD

APBDDPA-SKPD
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1.2 LandasanHukum

Adapun Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota

Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasioal;

5. Undang-Undang Nomor 33 Thaun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggarakan Pemerintah Daerah;

9. Paraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4743);



RencanaStrategis (RENSTRA)
BadanKepegawaiandanPengembanganSumberDayaManusia

Kota PariamanTahun 2018 - 2023

5

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. PermendagriNomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan,

PengendaliandanEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

EvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentangRencana Pembangunan

JangkaPanjang Daerah  danRencana Pembangunan JangkaMenengah

Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang

Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMengenah Daerah

danRencanaKerjaPemerintah Daerah;

14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP);

15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 07 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumnber Daya Manusia (BKPSDM)

Kota Pariaman.

17. PeraturanWalikotaPariamanNomor 28 Tahun 2019

tentangRencanaStrategisPerangkat Daerah Kota PariamanTahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 merupakan dokumen resmi

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan

Tujuan, Sasaran, Indikator Strategis atau Kebijakan Umum serta Program dan Kegiatan

Strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kota

Pariaman di bidang Urusan Kepegawaian.

Rencana Strategis Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Pariaman ditetapkan dengan maksud :
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a. Sebagai Dokumen Perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman.

b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan

prioritas Badan Kepegawaiaan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota

Pariaman dalam jangka menengah.

c. Sebagai Dasar penilaian kinerja Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman yang mencerminkan

penyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sumber Daya Aparatur yang

profesional menuju pelayanan kepegawaian yang baik dan bersih.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman adalah :

a. Menyediakan dokumen Rencana Strategis keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk

Pimpinan dan seluruh Pegawai secara sistematis pada setiap tahun

anggaran 5 (lima) tahun yang akan datang.

b. Mengoptimalkan tercapainya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan

berkualitas.

c. Menetapkan komitmen kinerja (Performance Agreement) yang disepakati

agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pimpinan dan

Pegawai yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja organisasi dalam

melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban dan dilaporkan dalam

Pengukuran Kinerja Kegiatan.

1.4 SistematikaPenulisan

Adapun dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman Tahun 2018-2023

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
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Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BKPSDM, fungsi Renstra

BKPSDM dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra BKPSDM, ketarkaitan Renstra BKPSDM dengan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Menurut penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas fungsi, kewenangan BKPSDM serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran BKPSDM.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tantang maksud dan tujuan penyusunan Renstra

BKPSDM Tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BKPSDM serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PARIAMAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Pariaman

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BKPSDM, Struktur

Organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon IV di

lingkungan BKPSDM Kota Pariaman.

2.2 Sumber Daya BKPSDM Kota Pariaman

Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki BKPSDM Kota Pariaman

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerjapelayanan BKPSDM Kota Pariaman

Menjelaskan tingkat capaian kinerja BKPSDM Kota Pariaman berdasarkan

sasaran/target Renstra BKPSDM periode sebelumnya ,menurut indikator

kinerja pelayanan atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKPSDM Kota Pariaman

Menjelaskan hasil ananlisis terhadap Renstra K/L yang berimplikasi sebagai

tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BKPSDM Kota
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Pariaman pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan

bentuk pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan

lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PARIAMAN

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, dan fungsi pelayanan

BKPSDM Kota Pariaman

Menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan BKPSDM Kota

Pariaman beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah  danWakil Kepala Daerah

Terpilih

Menjelaskan tugas dan fungsi BKPSDM yang terkait dengan visi, misi serta

program kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi

permasalahan pelayanan BKPSDM dijelaskan faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan BKPSDM yang dapat mempengaruhi pencapaian visi

dan misi kepala daerah danwakil kepala daerah.

3.3 Telaahan Renstra  BKD Provinsi Sumatera Barat

Pada bagian ini me-review kembali faktor-faktor penghambat maupun

pendorong dari pelayanan BKPSDM yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan BKPSDM ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKD

Provinsi Sumatera Barat.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini me-review kembali faktor-faktor dari pelayanan BKPSDM

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPSDM dan selanjutnya

menjelaskan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-

isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Pariaman.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
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Berisi rumusan pernyataan strategi dankebijakan BKPSDM dalam waktu5 (lima)

tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Pariaman.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian

danPengembanganSumberDayaManusia Kota Pariaman yang

secaralangsungmenunjukankinerja yanghendakdicapai BKPSDM dalam5

(lima)tahunmendatangsebagaikomitmenuntukmendukungpencapaiantujuandan

sasaran RPJMD sertaproyeksiindikatorsesuaiurusan yang dilaksanakan.

BAB VIII PENUTUP
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM KOTA PARIAMAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota
Pariaman

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dari proses penyusunan

rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Isu

strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Sedangkan Isu

strategis dalam pembangunan Kota Pariaman yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tidak terlepas dari kondisi Kota Pariaman

saat ini.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM merupakan Organisasi

Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah membidangi administrasi

kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang meliputi: perencanaan (formasi), persyaratan pengangkatan,

penempatan dan pemindahan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian,

sanksi (punishment), penghargaan (reward) dan pensiun. Dalam mendukung prioritas

pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu

disiapkan penataan sumberdaya aparatur yangprofesional dan proporsional.

Untuk menata sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah hal-hal yang

perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Belum optimalnya penempatan PNS sesuai dengan tingkat pendidikan dan

kompetensi yang dimiliki;

2. Etos kerja PNS yang belum menunjukan semangat profesionalisme;

3. Perlu peningkatan kualitas kompetensi yang didukung oleh sertifikasi keahlian

dan keterampilan untuk pelayanan tupoksi;

4. Belum mantapnya proses kaderisasi akibat pola karier yang tidak jelas;
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5. Belum adanya evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan kinerja yang

diperjanjikan;

6. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (Pendidikan dan Pelatihan);

7. Kurangnya jumlah personil aparat BKPSDM yang dibutuhkan;

8. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;

9. Terbatasnya dana operasional kegiatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kota Pariaman merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kota

Pariaman sehingga rencana-rencana yang disusun dalam Renstra BKPSDM Kota

Pariaman sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Pariaman. Adapaun Visi Kota Pariaman yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota

Pariaman Tahun 2018-2023 adalah:

“Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa

yang Religius dan Berbudaya”
Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah Tahun 2018-2023 maka dijabarkan dalam

misi pemerintah daerah sebgai berikut:

MISI 1 : Mewujudkan Kota Wisata Pesisir yang Maju, Religius, Tertib dan

Berbudaya terbaik di Sumatera

MISI 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya

MISI 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Prima Untuk

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City

MISI 4 : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan

Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

MISI 5 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang Berbasis

Lokal

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Pariaman mengacu pada

misi yang ke-3 (tiga) yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima untuk

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” diawali oleh SDM Aparatur yang profesional,
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berakuntabilitas kepada seluruh stakeholders, dan adanya pengawasan yang

proposional untuk mewujudkan pelayanan prima dan good governance.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD Provinsi Sumatera Barat

3.3.1 Telaahan Renstra BKPSDM Kota Pariaman dengan Renstra Badan Kepegawaian

Negara Tahun 2015-2019

Sebagai Mandatori Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara khususnya di bidang pembinaan dan penyelengaraan Manajemen ASN, BKN

berkomitmen untuk menyelenggarakan manajemen kepegawaian yang professional

yang tertuang dalam visi BKN 2015-2019, yaitu “Menjadi Pembina dan Penyelenggara

Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”. Dalam hal

ini, tugas BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN,

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria

manajemen ASN.

Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai

ASN yaitu: (1) Profesional yaitu BKN berupaya untuk memaksimalkan sumber daya

dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien

untuk mewujudkan aparatur sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral

dan bebas dari intervasi politik, bersih dari praktik KKN serta mampu menyelenggarakan

pelayanan public bagi masyarakat. Selain itu BKN berupaya untuk meningkatkan

kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab

dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dan pelayanan

kepegawaian, (2) Bermartabat yaitu selalu menjaga integritas dan citra organisasi BKN

sebagai lembaga pemerintah dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan

prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih

dari praktik KKN.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan diatas, ada 5 misi yang akan

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian;

2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian

kepegawaian;
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3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-undangan,

kinerja dan kesejahteraan pegawai;

4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen

kepegawaian;

5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi dan berdasarkan potensi

dan permasalahan BKN, maka ditetapkan tujuan antara lain (a) Terwujudnya

manajemen kepegawaian yang modern dengan melakukan pembinaan dan

penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional, (b) Mewujudkan pelayanan prima di

bidang kepegawaian, (c) Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien dan

akuntabel. Oleh sebab itu ditetapkan sasaran strategis BKN adalah “Terselenggaranya

Manajemen ASN yang Profesional” melalui program penyelenggaraan Manajemen

Kepegawaian Negara, Program dukungan manajemen dan penyelenggaraan tugas teknis

lainnya BKN dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN.

Visi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman adalah

Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas Menuju Pembangunan Sumber

Daya Aparatur yang Profesional.Beberapa unsur yang terkandung dalam visi tersebut

selaras dengan visi BKN yaitu Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas

dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional.

3.3.2 Telaahan Renstra BKPSDM Kota Pariaman dengan Renstra BKD Provinsi

Sumatera Barat

Analisa lingkungan strategis yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sumatera Barat terhadap kekuatan dan kelemahan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi serta visi, misi sebagai lembaga kepegawaian dipengaruhi oleh lingkungan

internal dan eksternal.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen Kepegawaian Daerah oleh Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kewenangan daerah

dibidang kepegawaian, agar terarah dan focus terhadap hasil yang ingin dicapai agar

tercipta kesamaan pandangan dan partisipasi melalui perumusan, masukan, saran,

aspirasi dan inspirasi seluruh bidang. Adapun rumusan Visi Badan Kepegawaian Daerah
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Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu: “Menjadi Pengelola Manajemen

Kepegawaian Daerah yang Profesional”.

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera

Barat juga menyusun langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan untuk mencapai

tujuan pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang

dituangkan dalam misi Badan Kepegawaian  Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Meningkatkan aparatur pemerintah yang professional dan berdisiplin;

2. Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan dan pertimbangan berbagai faktor-

faktor kunci keberhasilan yang telah dirumuskan, tujuan pelaksanaan manajemen

kepegawaian Provinsi Sumatera Barat secara umum adalah agar tersedianya Pegawai

Negeri Sipil Daerah yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugasnya secara

professional melalui pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja dengan jumlah yang

sesuai dengan formasi masing-masing SKPD untuk terlaksananya pemerintahan yang

baik yang dapat diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk lebih jelasnya, misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Meningkatkan aparatur pemeritah yang professional

dan berdisiplin

Tujuan :

a. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah

b. Terwujudnya SDM aparatur yang disiplin

Sasaran :

a. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur

b. Meningkatnya disiplin aparatur

2. Misi Kedua : Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima

Tujuan   : Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien

Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
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b. Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian

3. Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan pada BKD yang

baik

Tujuan   : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik

Sasaran : Meningkatnya dukungan tata kelola

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa visi, misi, tujuan dan

sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman yang selaras

dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera

Barat.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen

perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penempatan PNS sesuai dengan kompetensi dan pendidikan

yang dimiliki karena belum adanya metode tertentu yang digunakan sebagai

standar atau acuan dalam penempatan pegawai seperti metode Assessment

Center. Assessment Center adalah suatu metode untuk memprediksi melalui

beberapa simulasi oleh beberapa penilai untuk mengukur kemampuan

seseorang dalam menangani tanggung jawab di massa mendatang debgan

menggunakan kriteria kesuksessan dalam jabatan tersebut. Selain itu

penempatan PNS Daerah belum sesuai dengan kebutuhan bezzeting formasi

yang diusulkan sehingga distribusi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan

SKPD.

2. Perlunya peningkatan kompetensi Aparatur yang memiliki daya inovasi dan

kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan kemampuannya melalui

Pendidikan Formal, Diklat dan Bimtek.

3. Pengalihan PNS dan implikasinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa urusan

pemerintahan yang dialihkan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga mempengaruhi struktur
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pegawai secara keseluruhan. Hal ini merupakan salah satu wujud reformasi

birokrasi, efektifitas dan efisiensi sumber daya.

4. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem Informasi Kepegawaian untuk

mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota

Pariaman dengan instansi-instansi terkait.

5. Perlunya Pembangunan gedung baru untuk kantor BKPSDM Kota Pariaman

dengan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

engacu pada Visi dan Misi Kota Pariaman yang dituangkan dalam RPJMD

Kota PariamanTahun 2018-2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

BKPSDM Kota Pariamanmaka BKPSDM mendukung pencapaian Misi ke-3

yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima untuk Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Publik”. Dengan demikian, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota

Pariaman Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional, dengan indikator

Indeks Profesional ASN.

Sasaran 1: Meningkatnya penempatan aparatur sesuai kompetensi, dengan indikator

sasaran :

 Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi

 Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi

Sasaran 2 : Meningkatnya disiplin dan kinerja pegawai, dengan indikator :

 Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai

 Persentase kinerja pegawai bernilai minimal “baik”

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kepegawaian, dengan

indikator :

 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Indeks Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan

Disiplin.

- Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai

kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi

sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan

Pengukuran.

- Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai

riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki

M
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kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40%

(empat puluhpersen) dari keseluruhan Pengukuran

- Dimensi Kinerja, menurut Peraturan ini digunakan untuk mengukur

data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan

perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi

dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta

perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari

keseluruhan Pengukuran.

Adapun indikator tujuan dapat dijelaskan dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-

masing jawaban dimensi/indikator.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kota Pariaman

No Tujuan Indikator tujuan Sasaran Indikator Sasaran Rumusan Penghitungan
Kondisi

Awal
(2017)

Target Kinerja
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Terwujudnya ASN yang
Profesional

Indeks Profesionalitas
Pegawai
Tahun 2019 : 33%
Tahun 2023 : 51,7 %

Meningkatnya Pengelolaan
Penempatan aparatur
sesuai kompetensi

Persentase
penempatan Pegawai
sesuai kompetensi

Penempatan
Pegawai sesuai

Kompetensi
∑ x 100%

Aparatur

50 % 55% 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %

Persentase
Peningkatan kualifikasi
Pegawai

Pegawai yang
memperoleh
peningkatan
kualifikasi

∑ x 100%
Aparatur

5 % 5.5 % 6 % 6.5 % 7 % 7.5 % 8 %

Meningkatnya disipilin dan
kinerja pegawai

Persentase penurunan
pelanggaran disipilin
pegawai

Pelanggaran disiplin
aparatur

∑ x 100%
Aparatur

68 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 %

Persentase Prestasi
Kerja pegawai bernilai
minimal baik

Aparatur yang
memiliki prestasi

kerja bernilai
minimal baik

∑ x 100%
Aparatur

70 % 75 % 78 % 80 % 85 % 87 % 90 %

Meningkatnya kualitas
penyelenggaran
pelayanan administrasi
kepegawaian

Indeks Kepuasan
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian

Total nilai
persepsiper

unsur
x Nilai Penimbang

Total Unsur yang
terisi

NA NA

77,3 (Baik) 80,9 (Baik) 85.7 (Baik) 89.4
(Amat Baik)

92.5
(Amat Baik)
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

ntuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran, maka dilakukan Analisis SWOT untuk menganalisa faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pencapaian strategi baik faktor internal maupun

eksternal.

Asumsi yang digunakan dalam analisa SWOT sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang dan Peraturan tentang Kepegawaian yang menunjang

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian

merupakan kekuatan utama (strengths) dalam mencapai visi;

2. Belum optimalnya penempatan aparatur berdasarkan kompetensi yang dimiliki

merupakan kelemahan (Weaknesses) dalam pencapaian visi;

3. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dikembangkan melalui

penataan personil, pembinaan serta pengawasan dalam rangka mewujudkan

aparatur yang professional dan berdisiplin merupakan peluang (Opportunities)

yang perlu dimanfaatkan untuk mencapai visi;

4. Adanya tuntutan pelayanan prima bagi aparatur mulai dari proses rekruitmen

hingga proses pension, serta era globalisasi dan kemajuan iptek yang menuntut

perkembangan system pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan

merupakan ancaman (Threats) untuk mencapai visi.

U
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A N A L I S A       S WO T

E F A S

I F A S

OPPORTUNITY
1. Adanya potensi Sumber Daya Manusia

Aparatur yang dapat dikembangkan dalam
penataan personil;

2. Adanya kebijakan untuk melakukan
pembinaan, pengembangan dan
pengawasan kepada aparatur agar PNS
professional dan disiplin;

3. Adanya kebijakan pemerintah untuk
mengembangkan dan mengelola PNS dalam
penataan manajemen PNS berdasarkan
system merit.

THREAT
1. Adanya tuntutan pelayanan yang prima bagi

aparatur mulai dari proses rekruitmen hingga
proses pensiun;

2. Globaligasi dan kemajuan Iptek menuntut
perkembangan system pelayanan
kepegawaian harus mengikuti perubahan;

3. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah
yang baru, untuk direspon secara cepat dan
segera ditindaklanjuti;

4. Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi
masyarakat penerima pelayanan dari
aparatur yang professional

STRENGTH
1. Adanya Undang-undang dan Peraturan

tentang Kepegawaian dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan bidang kepegawaian;

2. Tersedianya dana yang cukup untuk
melaksanakan kegiatan

3. Tersedianya aparatur yang memiliki
kompetensi pendidikan dan komitmen
kinerja yang baik.

S – O :
1. Mendayagunakan Undang-undang dan

Peraturan tentang Kepegawaian dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan bidang kepegawaian
untuk menata potensi SDM Aparatur yang
dapat dikembangkan dalam penataan
personil yang professional dan
proporsional;

2. Mendayagunakan dana untuk
melaksanakan kegiatan dalam rangka
melakukan pembinaan, pengembangan dan
pengawasan aparatur agar professional dan

S – T :
1. Memanfaatkan kemampuan/kompetensi

yang dimiliki oleh aparatur untuk
menghadapi tuntutan pelayanan prima bagi
aparatur dan standar pelayanan public bagi
masyarakat penerima pelayanan dari
aparatur yang professional;

2. Mendayagunakan dana untuk melaksanakan
kegiatan dalam rangka mengembangkan
system pelayanan kepegawaian untuk
menghadapi tuntutan globalisasi dan
perkembangan Iptek.
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disiplin;
3. Mendayagunakan ketersediaan dan

kejelasan tupoksi BKPSDM untuk
menyelenggarakan manajemen
kepegawaian secara professional guna
mengoptilmalkan kewenangan Pemda
dalam urusan penataan jabatan PNS.

WEAKNESS
1. Penempatan PNS Daerah belum sesuai

dengan kebutuhan bezetting formasi yang
diusulkan sehingga distribusi pegawai
belum sesuai dengan kebutuhan SKPD;

2. Belum optimalnya penempatan PNS
sesuai dengan kompetensi dan
pendidikan yang dimiliki;

3. Belum optimalnya pelaksanaan
pengembangan karir PNS daerah karena
belum didasarkan pada kompetensi
jabatan;

4. Pelaksanaan kesejahteraan PNS daerah
berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku belum terlaksana
secara optimal karena bergantung pada
kemampuan keuangan daerah;

5. Sistem Informasi dan Manajemen

W – O :
1. Mengatasi belum optimalnya penempatan

PNS sesuai dengan kompetensi dan
pendidikan yang dimiliki serta pelaksanaan
pengembangan karir PNS

2. Mengatasi belum optimalnya
pengembangan Sistem Informasi dan
Manajemen Kepegawaian untuk
mewujudkan akurasi data kepegawaian dan
penyusunan formasi PNS;

W – T :
1. Menghindari rendahnya profesionalisme

aparatur dalam memberikan pelayanan baik
kepada aparatur maupun masyarakat.
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Kepegawaian saat ini masih dalam proses
penyempurnaan sehingga belum sesuai
standar yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan;

6. Kurangnya jenis diklat dan pendidikan
yang dilaksanakan karena keterbatasan
kemampuan anggaran;

7. Pengalihan PNS dan Implikasinya sesuai
amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
terdapat beberapa urusan pemerintahan
yang dialihkan sehingga  mempengaruhi
struktur pegawai secara keseluruhan;

Catatan :

IFAS : Internal Strategic Factor Analysis Summary

EFAS : External Strategic Factor Analysis Summary
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Berdasarkan matriks SWOT diatas, maka strategi yang akan dilaksanakan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman Tahun 2018-2023 adalah:

1. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme PNS melalui pengiriman pegawai

untuk mengikuti Bimtek, Kursus-kursus dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi

bagi PNSD;

Peningkatan keterampilan PNS melalui Bimtek, Diklat dan kursus lainnya sesuai

tugas pokok dan fungsi merupakan salah upaya peningkatan kompetensi aparatur.

2. Konsistensi penerapan Reward & Punishment;

Penerapan reward dan punishment diharapkan dapat meningkatkan kinerja

aparatur. Penentuan porsi tunjangan kepada pegawai bukan hanya didasarkan pada

disiplin tetapi memperhatikan kinerja atau prestasi kerja.

3. Penyempurnaan SOP pelayanan kepegawaian secara berkesinambungan;

Penyelenggaraan pelayanan di bidang kepegawaian terus diupayakan ke arah lebih

baik. Ketepatan waktu dan kemudahan prosedur menjadi tolak ukur dalam

pelayanan publik, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan SOP pelayanan

kepegawaian secara berkesinambungan.

4. Pengembangan uji kompetensi sumber daya aparatur untuk menduduki jabatan

struktural dan atau fungsional;

Pengembangan uji kompetensi bagi aparatur yang menduduki jabatan struktural

dan fungsional sangat diperlukan. Hal ini untuk melihat sejauh mana kompetensi

yang dimiliki dan kesesuaian dengan jabatan yang akan diisi.

5. Rotasi/Mutasi tugas yang tepat posisi dan tepat kompetensi;

Rotasi/mutasi dilakukan dalam rangka pengembangan karir aparatur. Rotasi/mutasi

aparatur kedepannya akan memperhatikan ketepatan posisi dan kompetensi yang

dimiliki.

6. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip administrasi kepegawaian;

Penataan arsip administrasi kepegawaian terus diupayakan lebih tertib dan akurat,

sehingga aparatur mendapat kemudahan dalam pelayanan administrasi

kepegawaian.

7. Peningkatan sistem informasi dan dokumentasi data kepegawaian yang terintegrasi.
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Sistem informasi dan dokumentasi data kepegawaian yang terintegrasi terus

dikembangkan.Sehingga masing-masing OPD dan unit kerja mendapatkan akses

langsung terkait pemutakhiran data kepegawaian.

Untuk dapat mengimplementasikan strategi tersebut diatas, maka kebijakan

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan diklat secara efektif dan efisien;

Penyelenggaraan diklat secara efektif dan efisien dilakukan dalam rangka

peningkatan kompetensi aparatur yang seluas-luasnya, baik diklat teknis maupun

diklat penjenjangan.

2. Konsistensi penerapan standard kompetensi dalam penempatan pegawai;

Penempatan pegawai kedepannya diupayakan dengan kompetensi yang dimiliki,

bukan hanya berdasarkan kebutuhan.

3. Melakukan pembinaan, penyuluhan dan penegakan disiplin aparatur.

Pembinaan, penyuluhan dan penegakan disiplin aparatur salah satunya dilakukan

dalam rangka penerapan reward dan punishment.

4. Menyusun  regulasi penilaian kinerja.

Regulasi penilaian kinerja bertujuan untuk memotivasi kinerja aparatur.

5. Menyusun aplikasi penilaian kinerja.

Aplikasi penilaian kinerja ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan

penghitungan kinerja aparatur.

6. Konsistensi penerapan SOP;

Konsistensi penerapan SOP dilakukan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan

pelayanan administrasi kepegawaian, sehingga terdapat ukuran/indicator yang jelas

dalam penyelenggaraan pelayanan adminsitrasi kepegawaian.

7. Melakukan survey indeks kepuasan pelayanan kepegawaian;

Indeks kepuasan pelayanan kepagawaian diukur melalui Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) sehingga dapat diketahui tingkat/mutu pelayanan BKPSDM

sebagai perangkat daerah yang melayani administrasi kepegawaian.

8. Melakukan analisa jabatan dan pemetaan jabatan melalui uji kompetensi sesuai

kebutuhan dan posisi organisasi;
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Uji kompetensi untuk suatu jabatan dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang

dimiliki dan kesesuaian dengan jabatan/posisi yang dibutuhkan/diisi.

9. Melaksanakan penyegaran (rotasi/mutasi) jabatan sesuai kompetensi.

Rotasi/mutasi jabatan kedepannya diupayakan memperhatikan kompetensi dimiliki

sehingga diharapkan akan menimbulkan motivasi kerja bagi aparatur.

10. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala;

Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala diharapkan agar data kepegawaian

yang dimiliki valid dan akurat.

11. Mengembangkan system informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi.

Melalui pengembangan system informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi

diharapkan masing-masing aparatur melalui OPD dapat melakukan validasi database

kepegawaiannya.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada

tabel 5.1.berikut ini:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Terwujudnya

Aparatur Sipil
Negara yang
professional

1. Meningkatnya
pengelolaan
penempatan
aparatur sesuai
kompetensi

1. Pengembangan
uji kompetensi
sumber daya
aparatur untuk
menduduki
jabatan struktural
dan atau
fungsional

1. Melakukan analisa
jabatan dan pemetaan
jabatan melalui uji
kompetensi sesuai
kebutuhan dan posisi
organisasi

2. Konsistensi penerapan
standard kompetensi
dalam penempatan
pegawai

2. Rotasi/Mutasi
tugas yang tepat
posisi dan tepat
kompetensi

1. Melaksanakan
penyegaran
(rotasi/mutasi) jabatan
sesuai kompetensi

3. Peningkatan
keterampilan dan
profesionalisme
ASN melalui
pengiriman
pegawai untuk
mengikuti Bintek,

1. Menyelenggarakan
diklat secara efektif dan
efisien;



Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Pariaman Tahun 2018 - 2023

58

Kursus-kursus
dan pelatihan
sesuai tugas
pokok dan fungsi
bagi ASN

4. Peningkatan
kualifikasi ASN
melalui pendidikan
formal

1.  Pengiriman tugas belajar
dan pemberian izin
belajar bagi ASN

2. Meningkatnya
disiplin dan kinerja
pegawai

1. Konsistensi
penerapan
Reward &
Punishment;

1. Melakukan pembinaan,
penyuluhan dan
penegakan disiplin
aparatur.

2. Menyusun regulasi
penilaian kinerja.

3. Menyusun sistem
informasi penilaian
kinerja

3. Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pelayanan
administrasi
kepegawaian

1. Penyempurnaan
SOP pelayanan
kepegawaian
secara
berkesinambunga
n.

1. Konsistensi penerapan
SOP

2. Melakukan survey
indeks kepuasan
pelayanan kepegawaian

1. Peningkatan
kualitas
pengelolaan arsip
administrasi
kepegawaian

1. Melakukan pemutakhiran
data kepegawaian secara
berkala

2. Peningkatan
sistem informasi
dan dokumentasi
data
kepegawaian
yang terintegrasi

1. Mengembangkan system
informasi kepegawaian
berbasis teknologi
informasi
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

alam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi BKPSDM, perlu dilakukan 

kebijakan operasional yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan 

yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaan indikatif 

selama periode 2018-2023, dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini:

D 
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Target Keuangan Target Keuangan Target Keuangan Target Keuangan Target Keuangan Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

4.05.4.05.07.01.02 Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Meningkatnya 

Sarana dan 

Prasarana

Persentase sarana 

dan prasarana 

dalam kondisi baik

90% 92% 389.530.000Rp                 92% 849.980.000Rp                     94% 617.830.000Rp                   94% 670.680.000Rp                       96% 172.080.000Rp                  96% 2.700.100.000Rp                 Sekretaris

4.05.4.05.07.01.02 Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas/operasional

4 Unit       

(Roda 2)

125.000.000Rp                  5 Unit (Roda 

2)

125.000.000Rp                      2 Unit (Roda 

2)

50.000.000Rp                      2 Unit 

(Roda 4)

500.000.000Rp                        - 13 Unit 800.000.000Rp                     Kasubag Umum dan 

Program

4.05.4.05.07.01.02 Pengadaan 

Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor

6 Unit 49.500.000Rp                    8 Unit 80.000.000Rp                        - - - - -

-

14 Unit 129.500.000Rp                     Kasubag Umum dan 

Program

4.05.4.05.07.01.02 Pengadaan Peralatan 

Gedung Kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor

11 Unit 102.430.000Rp                  9 Unit 180.000.000Rp                      5 Unit 99.950.000Rp                      25 Unit 382.380.000Rp                     Kasubag Umum dan 

Program

4.05.4.05.07.01.02 Rehabilitasi 

Gedung/Kantor

Jumlah Gedung 

yang direhabilitasi

- - 1 Dokumen 300.000.000Rp                      1 Dokumen 300.000.000Rp                   - - -

-

2 Dokumen 600.000.000Rp                     Kasubag Umum dan 

Program

4.05.4.05.07.01.02.24 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Pemeliharaan 

kendaraan 

dinas/operasional

7 Unit 77.900.000Rp                    12 Unit 124.280.000Rp                      12 Unit 124.280.000Rp                   12 Unit 124.280.000Rp                        12 Unit 124.280.000Rp                   55 Unit 575.020.000Rp                     Kasubag Umum dan 

Program

4.05.4.05.07.01.02.26 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung 

Kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor
 

8 Unit 8.000.000Rp                       8 Unit 8.000.000Rp                           8 Unit 8.000.000Rp                        8 Unit 8.000.000Rp                            8 Unit 8.000.000Rp                        40 Unit 40.000.000Rp                        Kasubag Umum dan 

Program

4.05.4.05.07.01.02.28 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor

41 Unit 26.700.000Rp                    50 Unit 32.700.000Rp                        58 Unit 35.600.000Rp                      58 Unit 38.400.000Rp                          58 Unit 39.800.000Rp                     265 Unit 173.200.000Rp                     Kasubag Umum dan 

Program

4.05.4.05.07.01.03 Peningkatan Disiplin 

Aparatur

Meningkatnya 

disiplin aparatur

Jumlah Pakaian 

Dinas Aparatur 

yang disediakan

0 0 38 Orang 28.500.000Rp                        0 0 40 Orang 40.000.000Rp                         0 0 78 Orang 68.500.000Rp                       Sekretaris

4.05.4.05.07.01.03.02 Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta 

Kelengkapannya

Tersedianya 

Pakaian dinas 

pegawai beserta 

kelengkapannya

0 0 38 Orang 28.500.000Rp                        0 0 40 Orang 40.000.000Rp                          0 0 78 Orang 68.500.000Rp                        Kasubag Umum dan 

Program

4.05.4.05.07.01.05 Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Meningkatnya 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Aparatur

Jumlah ASN yang 

mengikuti bimtek

5 Orang 20.000.000Rp                    5 Orang 25.000.000Rp                        5 Orang 25.000.000Rp                     5 Orang 25.000.000Rp                         5 Orang 25.000.000Rp                     25 Orang 120.000.000Rp                     Sekretaris

4.05.4.05.07.01.05.01 Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

bimtek/pelatihan

5 Orang 20.000.000Rp                    5 Orang 25.000.000Rp                        5 Orang 25.000.000Rp                      5 Orang 25.000.000Rp                          5 Orang 25.000.000Rp                     25 Orang 120.000.000Rp                     Kasubag Umum dan 

Program

4.05.4.05.07.01.06 Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja OPD

Nilai SAKIP B B 20.000.000Rp                    BB 25.000.000Rp                        BB 25.000.000Rp                     BB 25.000.000Rp                         A 60.000.000Rp                     A 155.000.000Rp                     Sekretaris

4.05.4.05.07.01.06.01 Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah 

dokumen/laporan 

yang dibuat

5 Dokumen 20.000.000Rp                    5 Dokumen 25.000.000Rp                        5 Dokumen 25.000.000Rp                      5 Dokumen 25.000.000Rp                          5 Dokumen 25.000.000Rp                     25 Dokumen 155.000.000Rp                     Kasubag Umum dan 

Program

4.05.4.05.07.01.06.05 Penyusunan Renstra 

OPD

Jumlah dokumen 

renstra opd yang 

dibuat

0 0 0 0 0 0 0 0 1 Dokumen 35.000.000Rp                     1 Dokumen 35.000.000Rp                        Kasubag Umum dan 

Program

Meningkatnya 

pengelolaan 

penempatan 

aparatur sesuai 

kompetensi

Persentase 

penempatan 

pegawai sesuai 

kompetensi

55% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

Meningkatnya 

disiplin pegawai

Persentase 

peningkatan 

disiplin pegawai

70% 75% 80,00% 80,00% 85,00% 90,00% 90,00%

Tabel 6.1

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman

Tahun 2019 - 2023

Tujuan

Kondisi 

Kinerja Awal 

(2018)

Tahun ke-3 Tahun ke-4Indikator Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output)

Tahun ke-1

Bidang Mutasi dan 

Informasi dan 

Bidang 

Pengembangan dan 

Pembinaan 

Aparatur

Sasaran Strategis 

Program

Tahun ke-5

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Aparatur

Indikator Sasaran Program dan KegiatanKode Rekening

Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra

Unit Kerjasama

4.05.4.05.07.01.28

1.594.104.500Rp             4.786.506.500Rp                  4.497.180.000Rp               4.160.100.000Rp                   3.636.410.000Rp               

Tahun ke -2

Sasaran

18.674.301.000Rp              

Terwujudnya 

Aparatur Sipil 

Negara yang 

Profesional

Meningkatnya 

Profesionalitas ASN

Indeks 

Profesionalitas ASN

Meningkatnya 

Pelayanan Administrasi 

Perkantoran Perangkat 

Daerah



Meningkatnya 

kapasitas ASN 

yang memenuhi 

standar 

kompetensi

Persentase ASN 

yang memenuhi 

standar 

kompetensi 

manajerial dan 

teknis

28% 33% 38% 47% 55% 58% 58%

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pelayanan 

kepegawaian

Indeks Kepuasan 

Pelayanan 

Administrasi 

Kepegawaian

NA 77.3          

(Baik)

80.9    (Baik) 85.7 (Baik) 89.4 (Amat 

Baik)

92.5 (Amat 

Baik)

92.5 (Amat 

Baik)

4.05.4.05.07.01.28.03 Proses Penanganan 

Kasus-kasus 

Pelanggaran Disiplin 

PNS

Jumlah berita acara 

penanganan kasus 

disiplin PNS yang 

dikeluarkan

8 Berita 

Acara

152.740.500Rp                  10 Berita 

Acara

168.750.000Rp                      10 Berita 

Acara

156.800.000Rp                   10 Berita 

Acara

173.650.000Rp                        10 Berita 

Acara

185.450.000Rp                   48 Berita 

Acara

837.390.500Rp                     Seksi Pembinaan 

Aparatur

4.05.4.05.07.01.28.04 Pemberian 

Penghargaan bagi PNS 

berprestasi

Jumlah PNS yang 

berprestasi

150 Orang 57.800.000Rp                    150 Orang 70.550.000Rp                        150 Orang 76.555.000Rp                      150 Orang 82.800.000Rp                          150 Orang 86.450.000Rp                     750 Orang 374.155.000Rp                     Seksi Pembinaan 

Aparatur

4.05.4.05.07.01.28.05 Pengurusan Karpeg, 

Karis, Karsu PNS

Jumlah Karepg, 

Karsu, Karis dan 

KPE-PNS yang 

terbit

100 Kartu 60.600.000Rp                    150 Kartu 68.250.000Rp                        150 Kartu 71.450.000Rp                      150 Kartu 74.650.000Rp                          150 Kartu 78.750.000Rp                     700 Kartu 353.700.000Rp                     Seksi Pembinaan 

Aparatur

4.05.4.05.07.01.28.06 Penyelenggaraan 

Kebugaran Jasmani 

PNS

Jumlah kebugaran 

jasmani yang 

dilaksanakan

35 Kali 89.000.000Rp                    35 Kali 92.100.000Rp                        35 Kali 95.350.000Rp                      35 Kali 97.560.500Rp                          35 Kali 101.425.000Rp                   175 Kali 475.435.500Rp                     Seksi Pembinaan 

Aparatur

4.05.4.05.07.01.28.07 Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan

Jumlah 

monitoring/sidak 

yang dilaksanakan

12 

Kegiatan

12.709.550Rp                    12 Kegiatan 85.000.000Rp                        12 Kegiatan 87.650.000Rp                      12 Kegiatan 89.350.000Rp                          12 Kegiatan 91.800.000Rp                     60 Kegiatan 366.509.550Rp                     Seksi Pembinaan 

Aparatur

4.05.4.05.07.01.28.10 Penempatan 

PNS/Pengolahan dan 

Pelantikan

Jumlah PNS yang 

dilantik dan jumlah 

PNS fungsional

8 Kali 

Pelantikan

79.639.000Rp                    15 Kali 

Pelantikan

75.243.000Rp                        18 Kali 

Pelantikan

107.943.000Rp                   18 Kali 

Pelantikan

107.943.000Rp                        18 Kali 

Pelantikan

107.943.000Rp                   77 Kali 

Pelantikan

478.711.000Rp                     Seksi Pengembangan 

Karir

4.05.4.05.07.01.28.13 Pengurusan Pegawai 

yang Pensiun

Jumlah SK Pensiun 

yang terbit

50 SK 78.639.500Rp                    60 SK 85.000.000Rp                        60 SK 88.000.000Rp                      60 SK 88.000.000Rp                          60 SK 88.000.000Rp                     290 SK 427.639.500Rp                     Seksi Pengadaan dan 

Pensiun

4.05.4.05.07.01.28.15 Pemindahan Tugas 

PNS

Jumlah SK pindah 

tugas yang 

diterbitkan

150 SK 72.570.500Rp                    150 SK 450.000.000Rp                      150 SK 450.000.000Rp                   150 SK 450.000.000Rp                        150 SK 450.000.000Rp                   750 SK 1.872.570.500Rp                  Seksi Pengadaan dan 

Pensiun

4.05.4.05.07.01.28.16 Pengiriman Peserta 

Diklat Struktural bagi 

PNSD

Jumlah pejabat 

yang mengikuti 

diklat struktural

10 Orang 331.452.000Rp                  50 Orang 800.000.000Rp                      60 Orang 900.000.000Rp                   60 Orang 900.000.000Rp                        60 Orang 900.000.000Rp                   240 Orang 3.831.452.000Rp                  Seksi Pendidikan dan 

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.28.17 Penataan Sistem 

Kenaikan Pangkat PNS

Jumlah SK Kenaikan 

Pangkat yang terbit

400 SK 89.500.000Rp                    400 SK 180.000.000Rp                      400 SK 180.000.000Rp                   400 SK 180.000.000Rp                        400 SK 180.000.000Rp                   2000 SK 809.500.000Rp                     Seksi Mutasi dan 

Kepangkatan

4.05.4.05.07.01.28.18 Pemberian Bantuan 

Tugas Belajar dan 

Ikatan Dinas

Jumlah PNS yang 

diberi bantuan 

tugas belajar dan 

ikatan dinas

75 Orang 172.250.000Rp                  60 Orang 180.000.000Rp                      80 Orang 250.000.000Rp                   80 Orang 250.000.000Rp                        80 Orang 290.000.000Rp                   375 Orang 1.142.250.000Rp                  Seksi Pendidikan dan 

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.28.20 Fasilitas Ujian Dinas 

dan Ujian Penyesuaian 

Kenaikan Ijazah

Jumlah pegawai 

yang mengikuti 

ujian dinas dan 

ujian penyesuaian 

kenaikan ijazah

60 Orang 94.500.000Rp                    60 Orang 105.000.000Rp                      60 Orang 105.000.000Rp                   60 Orang 105.000.000Rp                        60 Orang 105.000.000Rp                   300 Orang 514.500.000Rp                     Seksi Mutasi dan 

Kepangkatan

4.05.4.05.07.01.28.21 Evaluasi Penilaian 

Angka Kredit Kenaikan 

Pangkat (DUPAK)

Jumlah PAK yang 

dinilai

300 Orang 49.500.000Rp                    300 Orang 56.500.000Rp                        300 Orang 56.500.000Rp                      300 Orang 56.500.000Rp                          300 Orang 56.500.000Rp                     1500 Orang 275.500.000Rp                     Seksi Mutasi dan 

Kepangkatan

4.05.4.05.07.01.28.22 Peninjauan Masa Kerja 

dan Pemakaian Gelar 

PNS

Jumlah SK 

peninjauan masa 

kerja dan 

pemakaian gelar 

PNS yang terbit

30 SK 69.800.000Rp                    25 SK 70.000.000Rp                        30 SK 80.000.000Rp                      45 SK 80.000.000Rp                          45 SK 80.000.000Rp                     175 SK 379.800.000Rp                     Seksi Pengadaan dan 

Pensiun

4.05.4.05.07.01.28.26 Sistem Informasi 

Pengelolaan Data 

Kepegawaian secara 

Online (e-SDM)

Jumlah data 

kepegawaian yang 

diupdate

1000 Data 96.900.000Rp                    1000 Data 103.900.000Rp                      1000 Data 106.900.000Rp                   1000 Data 106.900.000Rp                        1000 Data 106.900.000Rp                   5000 Data 521.500.000Rp                     Seksi Data dan 

Informasi

4.05.4.05.07.01.28.28 Pengurusan NIP dan 

Penerbitan SK CPNS

Persentase SK CPNS 

yang terbit

100% 65.711.000Rp                    100% 75.000.000Rp                        100% 75.000.000Rp                      100% 75.000.000Rp                          100% 75.000.000Rp                     100% 365.711.000Rp                     Seksi Pengadaan dan 

Pensiun

4.05.4.05.07.01.28.32 Pelaksanaan Seleksi 

Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama 

(Eselon II)

Jumlah seleksi 

jabatan pimpinan 

tinggi pratama 

yang dilaksanakan

2 Kali 

Kegiatan 

Seleksi

461.622.800Rp                  2 Kali 

Kegiatan 

Seleksi

343.756.500Rp                      2 Kali 

Kegiatan 

Seleksi

370.701.500Rp                   2 Kali 

Kegiatan 

Seleksi

475.600.500Rp                        2 Kali 

Kegiatan 

Seleksi

475.600.500Rp                   10 Kali 

Kegiatan 

Seleksi

2.127.281.800Rp                  Seksi Pengembangan 

Karir

4.05.4.05.07.01.28.35 Pengolahan Formasi 

PNS

Jumlah Dokumen 

Pengajuan Formasi 

PNS

1 Dokumen 62.900.000Rp                    1 Dokumen 66.900.000Rp                        1 Dokumen 75.000.000Rp                      1 Dokumen 75.000.000Rp                          1 Dokumen 75.000.000Rp                     5 Dokumen 354.800.000Rp                     Seksi Pengadaan dan 

Pensiun

Bidang Mutasi dan 

Informasi dan 

Bidang 

Pengembangan dan 

Pembinaan 

Aparatur

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Aparatur

4.05.4.05.07.01.28

1.594.104.500Rp             4.786.506.500Rp                  4.497.180.000Rp               4.160.100.000Rp                   3.636.410.000Rp               18.674.301.000Rp              

Terwujudnya 

Aparatur Sipil 

Negara yang 

Profesional

Meningkatnya 

Profesionalitas ASN

Indeks 

Profesionalitas ASN



4.05.4.05.07.01.28.36 Implementasi dan 

Update data SAPK

Jumlah data 

kepegawaian yang 

diupdate pada 

aplikasi SAPK-BKN

1000 Data 133.400.000Rp                  500 Data 62.050.000Rp                        500 Data 75.000.000Rp                      500 Data 93.900.000Rp                          500 Data 93.900.000Rp                     3000 Data 458.250.000Rp                     Seksi Data dan 

Informasi

4.05.4.05.07.01.28.39 Seleksi Penerimaan 

CPNS

Jumlah pelamar 

yang mengikuti 

seleksi CPNS

1500 

Pelamar

378.288.000Rp                  4000 

Pelamar

654.000.000Rp                      4000 

Pelamar

695.500.000Rp                   4000 

Pelamar

750.000.000Rp                        4000 

Pelamar

750.000.000Rp                   1750 

Pelamar

3.227.788.000Rp                  Seksi Pengadaan dan 

Pensiun

4.05.4.05.07.01.28.41 Sidang Baperjakat Jumlah sidang 

baperjakat yang 

dilaksanakan

12 Kali 

Sidang

203.007.500Rp                  12 Kali 

Sidang

33.700.000Rp                        12 Kali 

Sidang

54.125.000Rp                      12 Kali 

Sidang

75.000.000Rp                          12 Kali 

Sidang

80.000.000Rp                     60 Kali 

Sidang

445.832.500Rp                     Seksi Pengembangan 

Karir

4.05.4.05.07.01.28.42 Pengelolaan Jabatan 

Fungsional Tertentu

Jumlah SK Jabatan 

Fungsional tertentu 

yang diterbitkan

250 SK 98.881.500Rp                    250 SK 98.881.500Rp                        250 SK 105.500.000Rp                   250 SK 105.500.000Rp                        250 SK 105.500.000Rp                   1250 SK 514.263.000Rp                     Seksi Pengembangan 

Karir

4.05.4.05.07.01.28.43 Pengelolaan dan 

Pemeliharaan 

Dokumen dan Arsip 

Kepegawaian

Jumlah arsip/takah 

kepegawaian yang 

dikelola

1200 

Arsip/Tak

ah

164.275.000Rp                  1200 

Arsip/Takah

164.275.000Rp                      1200 

Arsip/Takah

185.600.000Rp                   1200 

Arsip/Takah

185.600.000Rp                        1200 

Arsip/Takah

185.600.000Rp                   6000 

Arsip/Takah

885.350.000Rp                     Seksi Data dan 

Informasi

4.05.4.05.07.01.28.48 Pengangkatan CPNS 

menjadi PNS dan 

Sumpah PNS

Persentase CPNS 

yang diangkat 

menjadi PNS

100% 49.652.500Rp                    100% 65.000.000Rp                        100% 65.000.000Rp                      100% 65.000.000Rp                          100% 65.000.000Rp                     100% 309.652.500Rp                     Seksi Pengadaan dan 

Pensiun

4.05.4.05.07.01.28.00 Latsar CPNS Golongan 

II dan III

Jumlah pegawai 

yang mengikuti 

diklat dasar 

prajabatan

2 

Angkatan 

(80 Org)

700.000.000Rp                  5 Angkatan 

(200 Org)

1.835.000.000Rp                  5 Angkatan 

(200 Org)

1.859.200.000Rp                2 Angkatan 800.000.000Rp                        2 Angkatan 800.000.000Rp                   16 Angkatan 5.994.200.000Rp                  Seksi Pendidikan dan 

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.28.00 Pelaksanaan Uji 

Kompetensi bagi 

Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama dan 

Administrator (Eselon 

II dan Eselon III)

Jumlah pejabat 

yang mengikuti uji 

kompetensi

0 -Rp                                        150 Orang 155.000.000Rp                      150 Orang 155.000.000Rp                   150 Orang 155.000.000Rp                        150 Orang 155.000.000Rp                   600 Orang 620.000.000Rp                     Seksi Pengadaan dan 

Pensiun

4.05.4.05.07.01.28.00 Diklat Kepemimpinan 

Tk. IV

Jumlah peserta 

diklat 

kepemimpinan Tk. 

IV

0 -Rp                                        2 Angkatan 800.000.000Rp                      2 Angkatan 800.000.000Rp                   2 Angkatan 800.000.000Rp                        2 Angkatan 800.000.000Rp                   8 Angkatan 3.200.000.000Rp                  Seksi Pendidikan dan 

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.28.00 Bimtek PP No. 46 

Tahun 2011 tentang 

Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP)

Jumlah peserta 

bimtek PP No.46 

Tahun 2011

0 -Rp                                        120 Orang 165.000.000Rp                      0 -Rp                                          150 Orang 225.000.000Rp                        0 -Rp                                          270 Orang 390.000.000Rp                     Seksi Pembinaan 

Aparatur

4.05.4.05.07.01.28.00 Bimtek PP No. 53 

Tahun 2010 tentang 

Disiplin PNS

Jumlah peserta 

bimtek PP No.53 

Tahun 2010

0 -Rp                                        450 Orang 250.000.000Rp                      0 -Rp                                          450 Orang 350.000.000Rp                        0 -Rp                                          900 Orang 600.000.000Rp                     Seksi Pembinaan 

Aparatur

4.05.4.05.07.01.28.00 Sistem Informasi 

Pengelolaan Data 

Kinerja PNSD Kota 

Pariaman (eKinerja)

Jumlah informasi 

pengelolaan data 

kinerja PNS Kota 

Pariaman

0 -Rp                                        12 Bulan 165.000.000Rp                      12 Bulan 145.000.000Rp                   12 Bulan 175.000.000Rp                        12 Bulan 175.000.000Rp                   48 Bulan 660.000.000Rp                     Seksi Data dan 

Informasi

4.05.4.05.07.01.28.00 Pelaksanaan 

Konsultasi Psikologi 

PNS

Jumlah kunjungan 

konsultasi Psikologi 

PNS

0 -Rp                                        20 Kali 

Kunjungan

65.000.000Rp                        20 Kali 

Kunjungan

75.500.000Rp                      20 Kali 

Kunjungan

83.550.000Rp                          20 Kali 

Kunjungan

89.655.000Rp                     80 Kali 

Kunjungan

313.705.000Rp                     Seksi Pembinaan 

Aparatur

4.05.4.05.07.01.28.00 Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP)

Jumlah dokumen 

laporan monev dan 

pelaporan SKP PNS 

Kota Pariaman

0 -Rp                                        3 Laporan 175.000.000Rp                      3 Laporan 175.000.000Rp                   3 Laporan 185.000.000Rp                        3 Laporan 205.000.000Rp                   12 Laporan 740.000.000Rp                     Seksi Pembinaan 

Aparatur

4.05.4.05.07.01.28.00 Pelaporan Pengukuran 

Indeks Profesionalitas 

(PIP) ASN 

Jumlah dokumen 

Pelaporan 

Pengukuran Indeks 

Profesionalitas 

(PIP) ASN Kota 

Pariaman

0 -Rp                                        1 Dokumen 65.000.000Rp                        1 Dokumen 75.000.000Rp                      1 Dokumen 80.000.000Rp                          1 Dokumen 80.000.000Rp                     4 Dokumen 300.000.000Rp                     Seksi Data dan 

Informasi

4.05.4.05.07.01.28.00 Pelaksanaan Uji 

Kompetensi Pindah 

Tugas

Jumlah peserta uji 

Kompetensi Pindah 

Tugas ke Kota 

Pariaman

0 -Rp                                        2 Kegiatan 

(100 orang)

95.650.000Rp                        2 Kegiatan   

(100 orang)

106.755.000Rp                   2 Kegiatan    

(100 orang)

125.450.000Rp                        2 Kegiatan   

(100 orang)

145.655.000Rp                   8 Kegiatan 473.510.000Rp                     Seksi Pengadaan dan 

Pensiun

Terwujudnya 

Aparatur Sipil 

Negara yang 

Profesional

Meningkatnya 

Profesionalitas ASN

Indeks 

Profesionalitas ASN
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BAB VII
KINERJA  PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Ndikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja BKPSDM yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian
indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dan Indikator Kinerja
Program yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Pariaman yang Mengacu

Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/
Sasaran

Kondisi
Awal

(2017)

Tahun
Transisi
(2018)

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terwujudnya
Aparatur Sipil
Negara yang
Profesional

Meningkatnya
Profesionalita
s ASN

Indeks
Profesionalita
s ASN

NA NA 30.5 35.9 40.6 46.2 51.7

Tabel 7.2
IndikatorKinerja Program BKPSDM Kota Pariaman yang Mengacu

padaTujuandanSasaran RPJMD

NO Indikator Satuan Kondisi
Kinerja
Pada
Awal

Periode
(2017)

Tahun
Transisi
(2018)

Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir

Periode
(2023)

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Persentase penempatan

pegawai sesuai kompetensi
% 50 55 60 65 70 75 80 80

2 Peningkatan kualifikasi
pegawai

% 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8

3 Persentase penurunan
pelanggaran disipilin
pegawai

% 68 65 60 55 50 45 40 45

4 Persentase Prestasi Kerja
pegawai bernilai minimal
baik manajerial/teknis

% 70 75 78 80 85 87 90 70

5 Indeks Kepuasan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian

Skor NA NA 77.3
(Baik)

80.9
(Baik)

85.7
(Baik)

89.4
(Baik)

92.5
(AmatBaik)

92.5
(AmatB

aik)

I
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

encana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota 

Pariaman Tahun 2018-2023, disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah 

Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Renstra BKPSDM 

merupakan penjabaran dan tindak lanjut RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dan 

sistematika penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah  dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Mengenah Daerah danRencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 

Rencana strategis ini merupakan salah satu dokumen perencanaan BKPSDM 

Kota Pariaman sesuai dengan tupoksi, wewenang dan tanggung jawabnya. Rencana 

Strategis ini juga merupakan komitmen bersama yang wajib dilaksanakan dalam rangka 

pencapaian Visi, Misi dan tujuan OPD, dan tidak semata hanya untuk kepentingan 

BKPSDM saja, namun juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan 

terwujudnya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kota Pariaman, Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat maupun Pemerintah Negara Kesatuan RI dalam melaksanakan kebijakan 

rencana pembangunan nasional. Oleh sebab itu memerlukan tekad, usaha, perjuangan 

dan kerja keras, ulet dan cerdas yang harus dilakukan secara terus menerus, sehingga 

target peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan 

kualitas SDM Aparatur dapat diwujudkan. 

   

Diharapkan rencana strategis ini dapat menjadi tolak ukur dan dipahami oleh 

seluruh staf dan jajaran BKPSDM Kota Pariaman sehingga akan memiliki kesamaan 

pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama) dan bagaimana 

seluruh jajaran BKPSDM harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu sehingga 

R 
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pada akhirnya seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan dan terlaksana dengan baik. 

 

Pariaman,      Juli 2019 
 



Terwujudnya AparaturSipil Negara (ASN) yangProfesional

Meningkatnyapenempatan aparatursesuai kompetensi Meningkatnya Disiplindan Kinerja Aparatur Meningkatnya kualitaspenyelengaraanpelayanan kepegawaian
Persentase penempatanaparatur sesuai kualifikasi Persentase penurunanpelanggaran disiplinaparatur Persentase kinerjapegawai bernilai minimal“baik” Indeks Kepuasan PelayananAdministrasi Kepegawaian

Pembinaan danPengembangan Aparatur
Persentasepegawai yangtelah memenuhikompetensisesuai denganpersyaratanjabatan

Jumlah pegawaisesuai formasiyang telahditentukan
PersentasePenangananpelanggarandisiplin yangdiselesaikan

Jumlahmonitoring danevaluasidisiplin yangtelah dilakukan
Persentasepejabat yanglulus diklatkepemimpinan/manajerial

PersentaseCalon PNSDaerah yanglulus diklatprajabatan
Persentase PNSyang mengikutidiklat dan telahmemilikisertifikatkeahlian

Persentasepegawai yangdatanya telahter-update
Persentasepenyelesaiandan pelayananadministrasikepegawaian

PenempatanPNS/Pengolahan dalam Jabatandan Pelantikan
PengolahanFormasi PNS

Prosespenanganankasus-kasusdisiplin PNS
Monitoring,Evaluasi danPelaporan

Pengirimanpeserta diklatStruktural bagiPNSD
Latsar CPNSGolongan II danIII

Pendidikan danPelatihanFormal
SistemInformasi DataKepegawaiansecara online(e-SDM)

Penataan SistemKenaikan PangkatPNS
PengurusanPensiun PNS

Persentase penempatanaparatur sesuaikompetensi


